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Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Desember, tahun dua ribu dua
puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

JEKVY HENDRA . Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor:
290/KPTS/KP.230/M/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 dan
selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 4
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016
bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan, yang
berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Gedung D Lantai 9 Jalan Harsono RM Nomor 3 Jakarta
Selatan, untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA".

TRI WAHYUDI . Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero),

SALEH berdasarkan Keputusan Direksi BT Pupuk
Indonesia (Persero) tanggal 02 November 2023 dalam hal
ini  bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk
Indonesia (Persero), suatu perseroan yang didirikan
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Jalan Taman Anggrek Kemanggisan
Jaya, Jakarta, untuk selanjutnya disebut “PIHAK
KEDUA”.
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“‘PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA" (selanjutnya secara bersama disebut “PARA
PIHAK") dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK".

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit kerja yang berada di bawah Kementerian
Pertanian Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan dibidang pupuk dan pestisida.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) yang
melakukan usaha pengelolaan (management) perusahaan, perdagangan dan jasa
di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, dan kimia lainnya serta agro industri
untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai PIHAK
KEDUA, dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan merupakan
Holding BUMN Pupuk yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk dan atas nama Produsen sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa Perjanjian ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti:

a) Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-154/MBU/02/2016 tanggal
29 Pebruari 2016 hal Persetujuan Penugasan Subsidi Pupuk Kepada BUMN
Pelaksana;

b) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara (SP DIPA BUN) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-
999.07.1.984149/2025 tanggal 19 Desember 2024;

c) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-37/SR.320/M/03/2024
tentang Persetujuan Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tanggal 08 Maret 2024;

d) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-92/RC.210/M/06/2024
tentang Persetujuan Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Organik
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tanggal 05 Juni 2024;

e) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-131/SR.320/M/08/2024
tentang Persetujuan Rayonisasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk NPK
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian tanggal 08 Agustus 2024;

f) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-86/PB/2024 tanggal
30 Mei 2024 perihal Pengajuan Surat Perintah Membayar Subsidi Pupuk; dan

g) Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) sehubungan dengan
pelimpahan kewenangan di bidang Pemasaran kepada Direktur Pemasaran
PT Pupuk Indonesia (Persero) tanggal 02 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat,
setuju mengadakan Perjanjian tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
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Tahun Anggaran 2025 (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
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Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan;

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang
Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 480);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/4/2013 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Tunggal
Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 670);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk
Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang
Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk
Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 195);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang
Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1471);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk
Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga
Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1154);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan
Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita
4
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1250);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188),

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang
Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2025;

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
827/Kpts./SR.310/M/12/2024 tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan
Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2
Ketentuan Umum

PARA PIHAK bersepakat, dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang Pengadaan dan Penyalurannya mendapat
Subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar
program pemerintah di sektor pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B
adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkkan pangan pokok bagi
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Petani Penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah
warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang
melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan
kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya;
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11.

12:

13.

14.

15.

16.

kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan
usaha anggotanya.

Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk
Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok
Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini V.

Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah Pupuk Bersubsidi antar
wilayah, waktu dan jenis pupuk.

Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi  oleh
PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau impor.

Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat
Produsen sampai dengan tingkat Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai
konsumen akhir.

Produsen adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu:
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan
Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Distributor Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Distributor adalah
perusahaan yang ditunjuk oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan Surat
Perjanjian Jual Beli/fSPJB untuk melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam
partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

Pengecer Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah badan
usaha yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok
melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Petani
dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya.

Stok adalah sejumlah Pupuk Bersubsidi yang tersedia di Lini I, Lini Il, Lini [Il dan
Lini IV.

Lini | adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen, yang berada di
bawah kendali PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lini Il adalah lokasi gudang yang berada di bawah kendali PT Pupuk Indonesia
(Persero) di wilayah ibu kota Provinsi, lokasi unit pengantongan pupuk, di
pelabuhan dan/atau area di sekitar pelabuhan serta wilayah pelabuhan tujuan
impor.

Lini lll adalah lokasi gudang yang berada di bawah kendali PT Pupuk Indonesia
(Persero) dan/atau Distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau
ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah kecamatan dan/atau
desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
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Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)
dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Subsidi adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani
untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang
besarannya dihitung berdasarkan selisih antara HPP dengan HET.

Kartu Tani adalah sarana akses layanan perbankan yang berbentuk fisik atau
elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan Pupuk
Bersubsidi di Pengecer.

Electronic Data Capture yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang
berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan Pupuk Bersubsidi
dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di Pengecer.

Sistem Elektronik Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut e-Verval
adalah sistem informasi pelaporan hasil verifikasi dan validasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi.

Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval
Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pertanian.
I-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios Pengecer untuk menginput
data Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara digital yang terintegrasi dengan data
Petani penerima Pupuk Bersubsidi pada aplikasi e-Alokasi.

Sistem elektronik Alokasi yang selanjutnya disebut e-Alokasi adalah perangkat
dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data
alokasi Pupuk Bersubsidi.

Dashboard Kartu Tani adalah tampilan informasi dalam bentuk data Penyaluran
yang dihasilkan oleh sistem Kartu Tani yang dibuat oleh pihak perbankan yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam
melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

Tujuan Perjanjian ini adalah agar PARA PIHAK mendapatkan kesamaan pola
sikap dan pola tindak dalam penyelenggaraan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi.
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Pasal 4
Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :

a.

b.

Berhak mendapat laporan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah, jenis,
serta spesifikasi atas Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Berkewajiban menyediakan proses penyediaan administrasi (Peraturan
Menteri Pertanian, Keputusan Menteri Pertanian, SP DIPA BUN) sebagai
dasar ketentuan Perjanjian ini.

Berkewajiban untuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi guna
penyediaan dasar operasional alokasi Pupuk Bersubsidi.

Berkewajiban memproses administrasi tagihan dan persetujuan pembayaran
Subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

a.

Berhak mendapatkan pembayaran Subsidi sesuai dengan jumlah pupuk yang
telah disalurkan kepada Petani/Kelompok Tani berdasarkan Berita Acara
Hasil Verifikasi yang telah ditandatangani oleh Tim Verval.

Berhak untuk menetapkan Produsen sebagai pelaksana Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkewajiban melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berkewajiban melakukan rekonsiliasi terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi
dengan PIHAK PERTAMA.

Berkewajiban menyimpan dokumen Penyaluran dan rekapitulasi laporan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Kelompok Tani.

Berkewajiban memastikan penagihan kepada PIHAK PERTAMA sesuai
dengan bukti Penyaluran.

. Berkewajiban memastikan kualitas produk sesuai dengan ketentuan dan

menyediakan hasil analisis uji mutu Pupuk Bersubsidi bulanan dari
laboratorium terakreditasi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan
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(1)

()

3)

(4)

(1

disepakati oleh PIHAK KEDUA serta disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali
kepada PIHAK PERTAMA.

h. Berkewajiban untuk melakukan pemenuhan administrasi sesuai ketentuan
yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan agar PIHAK
KEDUA membuat laporan tindaklanjut kepada PIHAK PERTAMA.

i. Berkewajiban untuk memastikan kuantitas kemasan.

j. Jika diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan Penyaluran
dan/atau uji mutu dan/atau kuantitas Pupuk Bersubsidi, maka hal tersebut
akan diatur secara terpisah oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis.

k. Berkewajiban untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem
informasi penebusan Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh Petani pada
tingkat Pengecer.

Pasal 6
Pengadaan dan Penyaluran

Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sebagaimana ketentuan
yang berlaku.

Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani dilakukan
berdasarkan e-RDKK dan penetapan alokasi sesuai Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian setempat.

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak melampaui
alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Perjanjian ini.

Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan sesuai
dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan dan ukuran kemasan yang
ditetapkan serta dibuktikan dengan catatan dan/atau nota penjualan baik fisik atau
nota penjualan digital dalam aplikasi i-Pubers kecuali apabila telah menggunakan
Kartu Tani.

Pasal 7
Jenis, Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Jenis, alokasi, dan HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/12/2024 tanggal
19 November 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
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(2) Total alokasi Pupuk Bersubsidi yang akan disalurkan oleh PIHAK KEDUA

mengacu pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara
Umum Negara (SP DIPA BUN) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-
999.07.1.984149/2025 tanggal 19 Desember 2024 sebesar 9.028.861 ton. Adapun
rincian masing-masing jenis pupuk sebagai berikut:

ALOKASI 2025 HET PEMBELIAN

HENIS R (Ton) (Rp/Kg) (Kemasan)
UREA 4.395.307 2.250 50 Kg
NPK 4.030.902 2.300 50 Kg
NPK Formula Khusus 102.652 3.300 50 Kg
Organik 500.000 800 40 Kg
TOTAL 9.028.861 - -

(3)

(4)

S)

(1)

Volume Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan
diperjanjikan dan dirinci untuk masing-masing Produsen sebagaimana Lampiran |
dari Perjanjian ini dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan
dengan Perjanjian ini

Realokasi antar Produsen dapat dilakukan berdasarkan perkembangan realisasi
Penyaluran dan/atau usulan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dilakukan atas
persetujuan PIHAK PERTAMA dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak
terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 8
Spesifikasi Mutu dan Kemasan Pupuk Bersubsidi

Spesifikasi Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :

Jenis HGHRRE Warna Ukuran
Biiblik Spesifikasi Mutu Butiran Formula e
Urea Sesuai SNI-2801-2010 | Merah Muda N : 46 50 kg
Merah Muda,
Merah
NPK Sesuai SNI 2803-2012 | Kecoklatan, 15: 10:42 50 kg
Coklat, Coklat
Kemerahan
NPK , | 14:12116:
Formula Sesuai SNI 2803-2012 | Warna-warni 4 50 kg
Khusus
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(2)
(3)

(1)

(4)

)

(6)

Jenis SRR Warna Ukuran
Pupuk Spesifikasi Mutu Buiiran Formula Kariasan
Organik Sesuai SNI 7763-2024 - - 40 kg

Pupuk Bersubsidi yang diadakan dan diedarkan adalah Pupuk Bersubsidi yang
nomor pendaftarannya masih berlaku.
Kemasan Pupuk Bersubsidi terbuat dari karung plastik dengan spesifikasi material
karung dan bentuk kemasan sebagaimana Lampiran |l yang merupakan satu
kesatuan dengan Perjanjian ini.
Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberi
label tambahan berwama merah bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah

Barang Dalam Pengawasan

serta komponen label sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang mudah dibaca
dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 9
Pembayaran Subsidi

Penagihan Subsidi dilakukan secara periodik dan/atau bulanan oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan realisasi Penyaluran Pupuk
Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.

PIHAK KEDUA membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani di atas meterai cukup dan untuk tahapan pembayaran selanjutnya
cukup dengan dokumen yang dilegalisir sehubungan dengan pelaksanaan
Penagihan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PIHAK KEDUA memberikan wewenang kepada Direksi masing-masing Produsen
yang ditunjuk/ditetapkan untuk menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran
Subsidi yang akan diberikan perwakilan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.

Direksi masing-masing Produsen memberikan wewenang kepada perwakilan
PIHAK PERTAMA yang ditunjuk/ditetapkan untuk melakukan penyediaan dan
pengunggahan virtual account (‘VA”) Petani sesuai rekening masing-masing
Produsen penerima pembayaran Subsidi.

PIHAK KEDUA untuk dan atas nama Produsen mengajukan permohonan
verifikasi volume dan nilai Subsidi atas Penyaluran dan pembayaran Pupuk
Bersubsidi secara periodik kepada PIHAK PERTAMA.

Verifikasi volume dan nilai Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini,
harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
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(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

a. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh PIHAK
KEDUA diberi meterai cukup dan distempel;

b. Rekapitulasi angka Penyaluran per provinsi per masing-masing Produsen;

c. Kelengkapan dan legalitas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b menjadi syarat dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi pusat.

PIHAK PERTAMA melalui Tim Verval yang ditunjuk melakukan verifikasi dokumen
dan/atau verifikasi lapangan terhadap dokumen permohonan verifikasi volume dan
nilai Subsidi atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan data pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) Pasal ini.

Hasil verifikasi berupa berita acara rekapitulasi hasil verifikasi Pupuk Bersubsidi
tim pusat yang ditandatangani oleh Tim Verval PIHAK PERTAMA dan perwakilan
PIHAK KEDUA.

Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi Pupuk Bersubsidi tim pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) Pasal ini menjadi lampiran dari berita acara verifikasi yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini Direksi
masing-masing Produsen menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran
Subsidi seperti faktur pajak, kuitansi, surat setoran pajak, dan surat pernyataan
tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Direksi masing-masing
Produsen diberi materai cukup dan distempel.

PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Subsidi kepada PIHAK
PERTAMA dengan melengkapi dokumen pembayaran dari Produsen
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini-

Administrasi pembayaran atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi diproses oleh PIHAK
PERTAMA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran atas Penyaluran Pupuk Bersubsidi paling lambat diterima oleh
Produsen selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat
permohonan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini
diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Hasil verifikasi tidak membebaskan PIHAK KEDUA untuk diaudit instansi yang
berwewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Subsidi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) melalui transfer ke rekening sebagaimana tercantum pada surat
permohonan pembayaran.

Untuk pembayaran kekurangan Subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya,
perwakilan PIHAK KEDUA akan menyampaikan kelengkapan dokumen
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(2)

3)

(4)

(2)

3)

pembayaran berupa faktur pajak, kuitansi, dan surat pertanggung jawaban mutlak
yang ditandatangani Produsen diberi meterai cukup dan distempel.

Pasal 10
Pagu Anggaran dan Perhitungan Nilai Subsidi

Nilai maksimal yang diperjanjikan adalah sebesar Rp44.156.510.917.000
(empat puluh empat triliun seratus lima puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta
sembilan ratus tujuh belas ribu Rupiah) sebagaimana Surat Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (SP DIPA BUN)
Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-999.07.1.984149/2025 tanggal
19 Desember 2024.

Dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini nilai yang
diperjanjikan sebesar Rp44.156.509.540.089 (empat puluh empat triliun seratus
lima puluh enam miliar lima ratus sembilan juta lima ratus empat puluh ribu
delapan puluh sembilan Rupiah).

Nilai Subsidi diperhitungkan berdasarkan selisih antara HPP dengan HET
dikalikan volume Pupuk Bersubsidi yang telah disalurkan.

HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan melalui Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 827/Kpts./SR.310/M/12/2024
tentang Penetapan Harga Pokok Penjualan Sementara Pupuk Bersubsidi Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11
Pemenuhan Pasokan Antar Produsen

Dalam hal terdapat lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasional
pabrik di salah satu Produsen, sehingga Produsen tersebut tidak dapat memenuhi
kewajiban Pengadaan dan ketersediaan Stok Pupuk Bersubsidi di wilayahnya,
maka PIHAK KEDUA dapat melakukan Realokasi dan/atau bantuan pasokan di
antar Produsen dan/atau melakukan importasi.

Besaran volume pasokan yang direalokasi ditetapkan oleh PT Pupuk Indonesia
(Persero) sesuai dengan kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah Produsen yang
dipasok.

Komponen HPP untuk Pupuk Bersubsidi yang direalokasi adalah sebagai
berikut:

a. Biaya Produksi Produsen Pemasok (FOT/FOB) sampai dengan titik serah
(Lini | sampai dengan Lini lll) tanpa menambahkan margin;
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